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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pembagian harta
warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana dan untuk
mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan hukum adat
Kayuagung tentang pembagian harta warisan. Penelitian ini dilakukan di
Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung dengan responden yaitu lurah,
pemangku adat, tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Data dalam penelitian ini
dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa tata cara pembagian harta warisan dalam sistem pembagian
harta warisan di Kelurahan Sukadana menurut hukum adat Kayuagung yaitu
dengan cara semua harta diberikan pada anak laki-laki tertua sedangkan anak yang
lainnya tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut, akan tetapi anak perempuan
menerima seperangkat alat perlengkapan rumah tangga yang dibawa pada saat ia
menikah. Selanjutnya mengenai pendapat masyarakat mengenai tata cara
pembagian harta warisan ini tidak adil karena yang mendapatkan harta warisan
hanya anak laki-laki tertua saja sedangkan anak laki-laki selanjutnya tidak
mendapat harta warisan peninggalan orang tuanya.

Kata kunci : Pembagian harta warisan, hukum adat, kecamatan Kayuagung.

Xi



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk sosial yang dalam pergaulannya sebagai bagian dari
masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi antara manusia pada kehidupan
sehari-hari, dalam proses tersebut terkadang terjadi gejolak-gejolak sosial yang
pada akhirnya berkembang menjadi masalah dalam hubungan kemasyarakatan
tersebut. Untuk menata hubungan tersebut agar tidak terjadi masalah, perlu
adanya aturan dan pihak-pihak yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu setiap peraturan bagaimanapun bentuknya merupakan manifestasi dari
suara hati masyarakat, termasuk tentang aturan atau hukum pewarisan atau
pembagian harta waris yang belaku dalam kehidupan masyarakat tradisioanal
Indonesia.

Menurut Capitant dalam Sudarsono (2003:1) “hukum adalah keseluruhan dari
pada norma-norma yang secara mengikatmengatur hubungan yang berbelit-belit
antara manusia dalam masyarakat”. Sedangkan menurut Utrech dalam sudarsono
(2003:1) “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-
perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

Selanjunya menurut Duhuit dalam Sudarsono (2003:2) “hukum adalah aturan
tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang
yang melakukan pelanggaran itu.”

Dapat disimpulkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi
yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingakah laku manusia, menjaga
ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan serta hukum memiliki
tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris di

Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (legitimasi) dan perundang-undangan



sebagai penguat dan acuan bagi masyarakat dalam hal pembagian harta waris
seperti yang dijelaskan oleh Solahuddin (2012:396) dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata No 27 tahun 2012 Pasal 913 dijelaskan “legitime portie atau
bagian warisan menururt UU adalah suatu bagian dari harta benda yang harus
diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang
terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik
sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

Sejalan dengan penjelasan Undang-Undang di atas ada banyak asas dan dasar
hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan, karena dengan
mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut,
pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan
mencapai hasil yang adil. Hukum waris berisi seluruh peraturan hukum yang
mengatur pemindahan harta milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang
berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Solahuddin (2012:396) dalam himpunan
Undang-Undang KUH Perdata Pasal 914 dijelaskan:

“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke

bawah, maka legitime portie itu sendiri dari seperdua dari harta

peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan

karena kematian. Bila meninggakan dua orang anak, maka legitime

portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang

sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarsan karena

kematian. Dalam hal orang meninggal dunia meninggalkan tiga orang

anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa

yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisn karena kematian.”

Prodjodikoro (1976:8) hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur
tentang kedudukan harta kekayaan seseorang pewaris setelah ia meninggal dunia,
dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada ahli waris. Meskipun
pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur
oleh KUH Perdata.

Selanjutnya Ikhwan (http://studihukum.blogspot.co.id/2010/11/pengadilan-

12.htmI?m=1 diakses pada 18 Juni 2016) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1
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Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan
hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Selanjutnya dalam hukum Islam melengkapi seluruh segi kehidupan manusia
di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini maupun untuk
mencari kebahagiaan akherat. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama
manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta
dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang
ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan
tentang siapa yang berhak menerimanya berapa jumlah dan bagaimana
mendapatkannya.

Menurut hukum Islam dalam pembagiannya ahli waris saat pembagian
warisan dilaksanakan, memang ada kesamaan walaupun terdapat
perbedaan ahli waris tidak memiliki bagian yang sama rata dengan
ahli waris yang lain, dalam hal ini ahli waris terbagi menjadi dua
bagian utama, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah
ditetapkan (zawil furud) dan ahli waris yang menghabiskan sisa harta
warisan dan muwaris (asabah). Akan tetapi perolehan harta warisan
ini baru berlaku jika ahli waris bersangkutan ditetapkan berhak
mendapatkan harta warisan tanpa ada yang menghalangi atau
menggugurkan hak-haknya. Terdapat aturan umum hukum waris
dalam Islam. Yaitu bahwa seorang ahli waris laki-laki mendapat dua
kali bagian ahli waris perempuan yang sederajat. Misalnya antara anak
laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki memiliki hak waris
sebesar dua kali hak anak perempuan hal ini bukan berarti hukum
islam deskriminatif, melainkan pengakuan Islam tentang kewajiban
dan tanggung jawab kaum laki-laki kepada keluarganya (Umatin,
2010:240-241).

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat
tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris,
tetapi dalam hukum kewarisan Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris.
Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum
adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya
(Syarifuddin, 2004:288).

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Rl UU No. 62/1958 dan
Keppres No. 240/1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah



dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan
Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing
mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Seperti
yang telah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna
coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-
masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama
Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara
pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak
perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan
memutuskan sengketa warisan apa bila terjadi perselisihan diantara para ahli waris
dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk
kepada hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama
dan kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan
dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya
diserahkan kepada hukum perdata Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti melihat dalam pelaksanaan praktek
harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan dan
patokan hukum yang di berlakukan dalam masing-masing kelompok masyarakat,
yaitu mempedomani hukum Agama atau aturan hukum negara yang berlaku di
Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengaturan
pembagian harta waris secara umum ada perbedaan pada setiap daerah, lebih
jelasnya disesuaikan dengan keadaan suatu daerah dan kebijakan-kebijakan dari
pihak-pihak yang bersangkutan.

Perbedaan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia dan dearah-daerah
tertentu tentang pengaturan pembagian harta waris juga terjadi di kelurahan
Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Berdasarkan ahli adat atau
pemangku adat Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung (OKI) bahwa hukum
pembagian waris yang berlaku secara umum pada masyarakat tradisional

Kelurahan Sukadana adalah hukum adat.



Pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kelurahan
Sukadana Kecamatan Kayuagung (OKI) bahwa sistem pewarisan yang berlaku di
Kecamatan Kayuagung menurut hukum adat dulu di dalam Kelurahan Sukadana
bahwa harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia sepenuhnya
adalah hak anak laki-laki tertua baik dalam hal mengatur dan memelihara serta
penguasaan terhadap warisan tersebut. Jadi seluruh harta peninggalan itu semua
milik anak laki-laki tertua. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan apapun
terhadap harta warisan, dan anak perempuan tidak memiliki hak-hak apapun.

Dari pemberlakuan pembagian harta waris di Kelurahan Sukadana
Kecamatan Kayuagung di atas, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa tata
cara dan hukum adat yang di terapkan tersebut bertentangan dengan hukum agama
yaitu agama Islam, di mana masyarakat di Kelurahan Sukadana mayoritas
beragama Islam sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju dengan
pemberlakuan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat tersebut, hal ini
menyebabkan banyaknya silang pendapat di kalangan masyarakat dan sering
terjadi perselisihan-perselisihan yang menjurus pada perpecahan hubungan
kekeluargaan, itu terjadi karena dipicu oleh rasa ketidak adilan yang di rasakan
oleh pihak-pihak yang terlibat atau anggota keluarga lain yang merasa berhak atas
harta warisnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kerukunan dan kedamaian dalam
keluarga, sehingga menimbulkan keserakahan dan rasa ingin menguasai serta rasa
memiliki yang cukup kuat, amarah, benci dan dendam yang berakibat fatal yang
dapat menyebabkan retaknya keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukadana Kayuagung mengenai
kebiasaan tentang pembagian harta warisan. Sebuah keluarga yang terdiri dari
suami, istri yang diikat perkawinan resmi (syah) dan anak-anak mereka sebagai
gen resmi penerus yang dicintai serta disayangi, tentu tidak terlepas dari perhatian
orang tuanya dalam mengalami kehidupan kedepan ketika mereka kelak
meninggal dunia. Harta benda yang diperoleh selama hidupnya tentu saja tidak
disimpan begitu saja. Harta tersebut diwariskan kepada anak-anak yang di
tinggalkan. Selain dari aturan yang mengatakan kepada agama (Hukum Islam)

namun hukum adat juga memegang peranan penting dalam pembagian harta



warisan. Begitu juga halnya dengan hukum adat di Kayuagung khususnya
Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayuagung, penulis juga melihat adanya
ketidak puasaan sebagian masyarakat tentang adat pembagian harta warisan yang
berlaku di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten (OKI) di mana
penulis adalah salah satu warga yang tinggal di kelurahan tersebut.

Selain itu dari penelitian terdahulu yang penulis baca, yaitu sebuah skripsi
oleh Sulastri (2002) yang berjudul Sistem Pembagian Harta Warisan Keluarga
Berdasarkan Adat yang Berlaku Secara Umum di Kayuagung. Perbedaan antara
penelitian terdahulu oleh Sulastri dengan penelitian yang di lakukan penulis
terdapat pada lokasi utama atau objek penelitaian, pada penelitian terdahulu
mengambil lokasi secara luas yaitu Kecamatan Kayuagung sedangkan penelitian
penulis mengambil lokasi di Kelurahan Sukadana. Perbedaan mendasar lainya
terdapat pada rumusan masalah, peneltian terdahulu hanya bertujuan untuk
mengetahui cara pembagian harta waris berdasarkan adat, tetapi pada penelitian
ini lebih rinci pada pertanyaan tentang pendapat masyarakat Kelurahan Sukadana
terhadap tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di
Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.

Penelitian terdahulu oleh Sulastri (2002:88), peneliti menemukan bahwa:

“pada masyarakat tradisional Kayuagung harta warisan di terima atau
di limpahkan pada anak kandung laki-laki tertua di keluarga tersebut
yang sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara warisan itu serta
berkewajiban mengatur penggunaan harta waris yang di limpahkan
untuk saudara yang lainnya. Kemudian anak laki-laki tertua yang
dilimpahkan harta waris tidak diperbolehkan menjual sebagian atau
seluruh harta waris yang didapat sebelum mendapatkan persetujuan
dari saudara-saudara yang lain”.

Peneliti adalah salah satu warga yang tinggal di kelurahan Sukadana
Kecamatan Kayuagung, dan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui
pengamatan hasil penelitian terdahulu dan pembicaraan tidak formal dalam
pergaulan sehari-hari dengan salah seorang warga Kelurahan Sukadana
Kecamatan Kayuagung yaitu Bapak UH yang merupakan warga asli suku
Kayuagung yang tinggal di Kelurahan Sukadana dan Bapak UH juga mengetahui

hukum adat Kayuagung yang mengatur tentang pembagian harta warisan, serta



salah satu masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan
hukum adat Kayuuagung. Dari pembicaraan tersebut penulis mendapatkan
informasi adanya ketidakpuasaan sebagian masyarakat tentang adat pembagian
harta warisan yang berlaku di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung
Kabupaten (OKI), yang secara umum menurut kebiasaan semua harta waris
diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Selanjutnya dari pembicaraan tersebut
penelti juga mendapatkan informasi bahwa terkadang terjadi permasalahan dan
konflik keluarga akibat dari pelaksanaan pembagian harta warisan menurut
hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui secara lebih
dalam tentang bagaimana persisnya tata cara pembagian harta waris yang berlaku
menurut hukum adat di Kelurahana Sukadana Kayuagung, serta pendapat
masyarakat setempat tentang hukum adat yang di berlakukan tersebut melalui
sebuah penelitian studi kasus yang diberi judul “Pembagian Harta Warisan
Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung (Studi Kasus di Kelurahan

Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI)”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah
penelitian ini melalui pertanyan berikut:
1.2.1 Bagaimana tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat
Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI?
1.2.2 Bagaimana pendapat masyarakat kelurahan sukadana terhadap tata cara
pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan
Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI?

1.3 Tujuan Penelitian
Merujuk dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1.3.1 Mendeskripsikan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat
Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.



1.3.2 Untuk mengetahui pendapat masyarakat kelurahan Sukadana terhadap tata
cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di

Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:
1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk
menigkatkan pemahaman serta wawasan mengenai pembagian harta warisan

menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana.

1.4.2 Manfaat secara praktis

1.4.2.1 Bagi pemangku adat dan pemerintah Kelurahan Sukadana Kayuagung
Kabupaten OKI di harapkan hasil dari penelitian ini dapat di jadikan
sebagai rujukan dalam menentukan dan membuat kebijakan tentang
hukum adat di kelurahan setempat utamanya dalam hal pembagian harta
waris.

1.4.2.2 Bagi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami
pembagian harta warisan menurut hukum adat secara umum dan adat
Kayuagung Kelurahan Sukadana pada khususnya serta sebagai motivasi

dalam menggali ilmu pengetahuan tentang hukum warisan.
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